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ABSTRAK 

 Skripsi yang berjudul ‚Analisis Fiqh Siya>sah Terhadap Pelaksanaan 

Pembangunan Wisata Pantai Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

(Studi di Desa Tajungwidoro, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik)‛ ini adalah 

hasil penelitian lapangan yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang 

bagaimana pelaksanana pembangunan Wisata Pantai di Desa Tajungwidoro, 

kecamatan Bungah, kabupaten Gresik dilihat dari Undang-Undang Desa Nomor 6 

Tahun 2014? dan bagaimana analisis Fiqh Siya>sah dalam pelaksanaan pembangunan 

Wisata Pantai Desa Tajungwidoro, kecamatan Bungah, kabupaten Gresik ? 

 Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research), 

dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Langkah-langkah yang 

dilakukan yaitu, Pertama, Pengumpulan data, yang terdiri dari (observasi, 

wawancara dan dokumentasi), langkah kedua yaitu tahap analisis data, yang 

menggunakan teknik deskriptif dengan membPuat gambaran yang sistematis dan 

faktual terhadap fokus penelitian. 

 Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Pemerintaha Desa masih belum 

maksimal dalam Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Wisata Pantai di Desa 

Tajungwidoro, kecamatan Bungah, kabupaten Gresik. Pemerintah Desa sudah 

melaksanakan sesuai dengan asas-asas yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 Tentang Desa, namun dalam perencanaan pembangunan yang telah 

dibuat dan dilaksanakan kurang bengitu maksimal, penyebabnya adalah komunikasi 

atau keterbukaan dari pemerintah Desa termasuk kepala Desa sendiri kepada 

masyarakat Desa kurang sepenuhnya maksimal. Berkaitan dengan tinjauan Al-
Siya>sah Dustu>riyah merupakan juga bagian dari fiqh siya>sah, yang membahas 

tentang perundang-undangan dapat di hubungkan dalam pelaksanaan pembangunan 

Wisata Pantai di Desa Tajungwidoro, kecamatan Bungah, kabupaten Gresik, 

tahapan-tahapan pembangunan tersebut belum memenuhi prinsip keterbukaan dan 

pelibatan peran masyarakat, misalnya dalam musyawarah Desa yang hanya 

dilakukan satu kali dalam satu tahun sehingga berdampak pada masyarakat kurang 

mengetahui nilai dan manfaat positif untuk kemajuan Otonomi Desa. 

 Penulis mengharapkan untuk kedepannya Pemerintahan Desa mampu 

mempertahankan visi dan Misi yang telah dibuat secara sepakat, serta tanggung 

jawab dalam menjalankan amanat yang telah di terima, selalu melibatkan 

masyarakat dalam berbagai penyelenggaraan pemerintahan Desa seperti dalam 

perencanaan pembangunan, kegiatan pemberdayaan, dan pelaksanaan pembangunan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Negara Indonesia adalah Negara kesatuan yang berbentuk republik, 

Indonesia memiliki berbagai macam ragam suku dan budaya, dijelaskan pada 

sebelum pembukaan  putusan Undang-Undang dasar 1945 baris ke empat yang 

berbunyi pemerintah Negara Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi 

segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpa darah Indonesia dan untuk 

memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsang, dan ikut 

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian 

abadi dan keadilan sosial.
1
 Dan pasal 1 ayat 1 menjelaskan kedaulatan berada 

ditangan rakyat dan di laksanakan menurut ketentuan undang-undang, oleh sebab 

itu bisa dikatakan juga rakyat memengang kekuasaan yang  dilindungi oleh 

undang-undang dasar yang sudah disahkan oleh pemerintahan negara. 

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 angka 

1 telah disebutkan bahwasannya ‛Desa adalah desa dan desa adat atau yang di 

sebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat 

hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan 

mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 

                                                           
1
 Pembukaan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
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prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisonal yang diakui dan 

dihormati dalam sistem negara kesatuan Indonesia‛.
2
 

Menurut mashuri maschab, apabila membicarakan ‘desa’ di indonesia, 

maka sekurang-kurangnya akan menimbulkan tiga penafsiran. Pertama, secara 

sosiologi, yang menggambarkan suatu bentuk kesatuan masyarakat atau 

komunitas penduduk yang tinggal dan menetap dalam suatu lingkungan, dimana 

diantara mereka saling mengenal dengan baik dan corak kehidupan mereka relatif 

homogen, serta banyak bergantung dengan kebaikan alam. Kedua, secara 

ekonomi, desa sebagai suatu lingkungan masyarakat yang berusaha memenuhi 

kebutuhan hidupnya sehari-hari dari yang di sediakan oleh alam sekitar. Ketiga 

yaitu, secara politik, dimana ‘desa’ sebagai suatu organisasi pemerintahan atau 

organisasi kekuasaan yang sesara politik memiliki wewenang tertentu, sering 

dirumuskan juga sebagai suatun kesatuan masyarkat hukum yang berkuasa 

penyelenggarkan pemerintahan sendiri.
3
 

Perkataan ‚desa‛, ‚dusun‛, ‚desi‛, sama halnya perkataan ‚negara‛, 

‚negeri‛, ‚negari‛, ‚nagari‛, ‚negory‛, Soetardjo Kartohadi koesoemo 

menyatakan, asalanya dari perkataan Sankskrit, yang artinya tanah air, tanah 

asal, tanah kelahiran. Soetardjo juga menyatakan perkataan desa hanya dipakai 

di Jawa, adapun yang dimaksut desa ialah suatu kesatuan hukum, dimana 

bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan 

                                                           
2
 UU No. 6 tahun 2014 dan PP tahun 2015 Tentang Desa, Cet. 1 (Bandung: Citra Umbara, 2015), 2. 

3
 Ni’matul Huda, Hukum Pemerintahan Desa (Malang: Setara Press, 2015), 32-33. 
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sendiri, desa terjadi dari satu induk desa dan beberapa tempat kediaman sebagian 

dari masyarakat hukum yang terpisah yang merupakan kesatuan-kesatuan tempat 

tinggal sendiri, dimana penduduk, ampean, kampong, cantilan, besertah tanah 

pertanian, tanah perikanan darat (empang, tambak dan sebagainya), tanah hutan 

dan tanah belukar.
4
 

Indonesia mempunyai salah satu kekhasan yang terletak pada 

keanekaragaman adat istiadat, dan bahasa, pakaian budaya, dan sebagainya. 

Selain itu berbagai kelompok masyarakat di berbagai daerah hidup berdasarkan 

adat dengan hak-haknya seperti hak ulayat,  tetapi dalam satu syarat bahwa 

kelompok hukum adat itu benar-benar ada dan hidup bukan di paksa-paksakan 

adat bukan dihidup-hidupkan.
5
 

Pengaturan mengenai Desa juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa 2014) joncto Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan 

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (PP Desa 2014) sebagaimana 

telah diubah melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 

2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Desa (PP Desa 2015), bahwa desa adalah desa adat atau yang disebut nama lain,
6
 

                                                           
4
 Ibid. 

5
 Titik Triwulan Tutik, Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Depok: Prenadamedia Grup, 2017), 309. 
6
 Ibid., 311. 
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Desa merupakan susunan pemerintahan terkecil dan lebih dekat dengan 

masyarakat, mempunyai peran yang sangat penting dalam menjalankan suatu 

otonomi yang diamanatkan oleh konstitusi sebagai jalan menuju rakyat 

sejahtera. darisinilah dapat di tentukan keberhasilan pemerintah dalam suatu 

pembangunan, baik itu dari tingkat daerah maupun dari tingkat pusat melalui 

tugas pembantuan yang diberikan kepada pemerintah desa, dan desa secara 

ekonomi, suatu lingkungan masyarakat yang berusaha memenuhi kebutuhan 

hidupnya sehari-hari dengan memanfaatkan apa yang diberikan alam dan yang 

disediakan oleh alam disekitarnya, dengan kata lain penduduk desa berusaha 

memenuhi kebutuhannya dengan memanfaatkan kekayaan alam disekitarnya, 

sejatinya desa adalah Negara kecil.
7
 

Sebagai masyarakat hukum desa memiliki semua perangkat Negara; 

teritori, warga, aturan atau hukum (rules atau low) dan pemerintahan. Dengan 

kata lain pemerintahan memiliki alat (politik dan pengadilan desa) dengan 

mekanisme aturan dan hukum untuk menjalankan hak mengunakan kekerasan 

(coercion) di dalam teritori atau wilayah hukumnya.
8
 Kewenangan suatu daerah 

hukum yang dilukiskan dengan istilah asing  ‛otonomi‛ dalam bahasa Indonesia 

hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri dalam hukum adat 

sebenarnya tidak dikenal oleh bangsa ndonesia karena istilah otonomi desa 

awalnya ciptaan dari bangsa belanda, hak otonomi atau hak untuk mengatur dan 

                                                           
7
 Ni’matul Huda, Hukum Pemerintahan…, 34. 

8
 Ibid., 35. 
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mengurus rumah tangga desa sebagai daerah hukum yang diatur dalam hukum 

adat adalah kewenangan dan kewajiban tidak hanya yang bersangkutan dengan 

kepentingan keduniawian saja akan tetapi juga yang bersangkutan dengan 

kepentingan kerohanian.
9
  

Dengan memperhatikan ayat al-Qur’an dan sunnah Nabi Saw dapat 

ditemukan beberapa nilai dasar yaitu syura, meninggalkan yang tidak berguna, 

keadilan, ukhuwah, dan amanah. Ditegaskan dalam al-Qur’an  QS.Ali Imron ayat 

159 : 

 وَشَاوِرْهُمْ فِ الَْْمْر

‚Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu.‛ 

Dari dasar surat diatas ini dapat diturunkan asas hukum penyelenggaraan 

pemerintahan berupa asas partisipasi masyarakat luas dalam pengambilan 

keputusan dan kebijakan yang menyangkut kepentingan bangsa, meninggalkan 

yang tidak berguna sebagai nilai dasar tata kelola pemerintahan yang baik, maka 

dari itu pemerintahan yang transparansi harus ditumbuhkan dalam dasar suatu 

pemerintahan. 

Sumber pendapatan desa selain berasal dari bantuan pemerintah dan 

pemerintah kabupaten/kota juga di tegaskan dalam Undang-Undang No.6 Tahun 

                                                           
9
 Soetardjo Kartohadikoesoemo, Desa (Jakarta: t.p., 1984), 281-282. 
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2014 Pasal 72 ayat 1 bahwa pendapatan desa bersumber dari hasil usaha, hasil 

aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain asli desa.
10

 

Pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat desa dan juga kualitas hidup manusia serta penanggulangan 

kemiskinan melalui penyediaan dan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan 

sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan 

sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, sebagai konsekuensinya 

desa menyusun perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangannya 

dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/Kota.  

Perencanaan pembangunan desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan 

masyarakat desa melalui perencanaan pembangunan desa, pembangunan desa 

dilaksananakan oleh pemerintahan desa dan masyarakat desa dengan semangat 

gotong royong serta memanfaatkan kearifan lokal dan sumberdaya alam desa. 

Pelaksanaan program sektor yang masuk ke desa diinformasikan kepada 

pemerintahan desa dan diintegrasikan dengan rencana pembangunan desa. 

Masyarakat desa berhak mendapatkan informasi dan melakukan pemantauan 

mengenai rencana dan pelaksaan pembangunan desa.
11

 

Maka dari itu salah satu  sumber penghasilan desa yang patut di jalankan 

adalah mengembangkan lahan yang sekiranya patut dikembangkan, seperti aset 

tanah atau pun keindahan alam yang ada dan memiliki nilai destinasi wisata, 

                                                           
10

 Ni’matul Huda, Hukum Pemerintahan…, 230. 
11

 Ibid., 239. 
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seperti halnya di Desa Tajungwidoro, Kecamatan Bungah, kabupaten Gresik 

yang akan dibahas oleh penulis, tidah boleh serta merta dikembangkan untuk 

memperkaya satu orang atau memperkaya diri sendiri. 

Aset tersebut berpotensi sangat tinggi untuk perkembangan desa dan juga 

untuk kabupaten sendiri. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 

Tahun 2009 Tentang kepariwisatatan Bab 1 Ayat 1 dijelaskan bahwa  yang 

dimaksud dengan wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh 

seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk 

tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik 

wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
12

 

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan kajian 

mengenai hal tersebut untuk dijadikan sebuah kajian dalam skripsi. Untuk ini 

agar dapat komprehensif pembahasan dalam skripsi ini, maka penulis membuat 

judul kajian, ‚Analisis Fiqh Siya>sah Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Wisata 

Pantai menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. (studi Desa Mengare 

Tajungwidoro, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik)‛. 

 

 

 

 

                                                           
12

 Bab I Ayat 1 Undang-Undang Nomor 10.Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan. 
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B. Identifikasi dan Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dan dijelaskan diatas, 

dapat diidentifikasi dan diperoleh beberapa masalah yang akan timbul. Adapun 

masalah-masalah tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Pengertian dan dasar hukum desa dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 

2014 Tentang Desa. 

2. Sistem pemerintahan desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

Tentang Desa. 

3. Implementasi pemerintahan  dalam perencanaan pembangunan Wisata Desa 

dilihat dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan konsep Fiqh Siya>sah. 

Dari beberapa permasalahan yang ada, maka dalam penelitian ini hanya 

dibatasi pada  fungsi dan kewenangan pemerintah dalam pelaksanaan tata kelola 

pembangunan desa yang mengacu pada Undang-Undang desa dan  konsep Fiqh 

Siya>sah. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dan identifikasi masalah, maka 

yang akan menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana Pelaksanana Pembangunan Wisata pantai di Desa Tajungwidoro, 

kecamatan Bungah, kabupaten Gresik dilihat dari Undang-Undang Desa 

Nomor 6 Tahun 2014? 
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2. Bagaimana Analisis Fiqh Siya>sah dalam Pelaksanaan Pembangunan Wisata 

Pantai  Desa Tajungwidoro, kecamatan Bungah, kabupaten Gresik ? 

 

D. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas atau penelitian yang sudah pernah 

dilakukan di seputar masalah yang akan di teliti sehingga terlihat jelasbahwa 

kajian yang akan dilakukan ini tidak ada pengulangan atau duplikasi dari kajian 

atau penelitian tersebut.
13

 

Dan untuk menghindari penelitian dengan objek yang sama atau 

pengulangan terhadap suatu penelitian yang sama yakni membahas tentang 

pelaksanaan pembangunan desa, maka perlu dilakukan kajian terhadap karya 

ilmiah terdahulu, Hal ini dilakukan agar menghindari asumsi plagiasi. Berikut ini 

antara lain: 

1. ‚Peranan Pemerintahan Desa dalam Meningkatkan Ekonomi 

Kemasyarakatan di Desa Duwet Kecamatan Ngawen  Kabupaten Klaten 

(Persepektif Maslahah Mursalah) skripsi ini ditulis oleh Qonitah Mustikasari 

Mahmuda dari Fakultas Syariah dan Hukum  Hukum Tata Negara (Siya>sah), 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 

Skripsi ini membahas tentang peran pemerintah Desa dalam meningkatkan 

ekonomi kemasyarakatan di lihat dari perspektif Maslahah Mursalah. 

                                                           
13

 Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi (Surabaya: 

UIN Sunan Ampel Press, 2014), 8. 
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Secara teoritis sebagai masukan bagi pemerintahan desa untuk dijadikan 

bahan pertimbangan dan perencanaan desa terhusus dalam meningkatkan 

ekonomi kemasyarakatan. 

 

E. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dihasilkan dari penyusunan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui fungsi bagaimana penerapan Undang-Undang Desa 

Nomor 6 Tahun 2014 dalam Melakukan Pelaksanaan Pembangunan Wisata 

Pantai di Desa Tajungwidoro. 

2. Untuk mengetahui analisis fiqh siya>sah terhadap pelaksanaan Pembangunan 

wisata Pantai di Desa Tajungwidoro berdasarkan Undang-Undang Desa 

Nomor 6 Tahun 2014. 

 

F. Kegunaan Hasil Penelitian 

Adapun kegunaan dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

manfaat dalam kegunaan secara teoritis dan praktis. 

1. Kegunaan Teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

sumbangsih dan manfaat bagi ilmu pengetahuan khususnya tentang fungsi 

Pelaksanana Pembangunan wisata Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 
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tahun 2014 dalam persepektif fiqh siya>sah. Hasil penelitian ini juga 

diharapkan dapat digunakan oleh mahasiswa dan peneliti-peneliti hukum 

sebagai refrensi untuk penelitian berikutnya dan sebagai tambahan 

pengetahun bagi masyarakat luas pada umumnya. 

2. Kegunaan Praktis 

Secara praktis, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

masukan atau sumbangan pikiran terkait upaya pelaksanaan Pembangunan 

wisata Pantai ditinjau dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dalam 

perspektif fiqh siya>sah. Bagi masyarakat umum penelitian ini diharap dapat 

membuka wawasan dan panduan untuk masyarakat terkait pelaksanaan 

Pembangunan wisata desa ditinjau dari Undang-Undanag Nomor 6 dalam 

persepektif fiqh siya>sah. 

 

G. Definisi Oprasional 

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan untuk menghindari terjadi 

kesalah pahaman membaca dalam memahami judul skripsi ini, maka penulis 

pengertian atau penegasan terhadap judul yang diangkat. Hal ini bertujuan 

supaya pembahasan tidak melebar serta menghindari ambiguitas. Untuk itu 

penulis akan menjelaskan beberapa istilah yang merupakan kata kunci dalam 

judul penelitian ini sebagai berikut: 
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1. Fiqh siya>sah adalah ilmu yang mempelajari hal ihwal dan seluk-beluk 

pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan 

dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan 

dengan dasar-dasar ajaran dan rul syariat untuk mewujudkan kemaslahatan 

umat.
14

 

2. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang 

berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan 

masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, 

dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem 

pemerintahan Negara Republik Indonesia.
15

 

3. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau 

sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan 

rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik 

wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
16

 

 

H. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan 

tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian sendiri berarti sarana yang 

dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina, serta mengembangkan 

                                                           
14

 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam (Jakarta: Gaya Media 

Pratama, 2007), 4. 
15

 Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. 
16

 Undang-Undang Nomor 10.Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan. 
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ilmu pengetahuan.
17

 Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kunci yang perlu 

diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan.
18

 Dalam hal ini, dapat 

dipahami bahwa metode penelitian merupakan usaha untuk menemukan sesuatu 

serta bagaimana cara untuk menemukan sesuatu tersebut dengan menggunakan 

metode atau teori ilmiah.  

1. Jenis Penelitian  

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pendekatan 

kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-

kata tertulis baik dari berbagai referensi maupun lisan orang dan pelaku yang 

dapat diamati melalui pengamatan maupun wawancara. Sedangkan jika 

ditinjau dari penelitian menurut jenis pengambilan keputusannya, penelitian 

ini menggunakan penelitian deskripsi (field Research), merupakan penelitian 

yang dilakukan melalui kajian analisis dengan tujuan mengungkapkan suatu 

gejala atu pertanda dan keadaan sebagaimana adanya. 

Hasil penelitian dan kesimpulan yang diambil menggambarkan suatu 

peristiwa seperti apa adanya yang benar-benar terjadi di lapangan. Dari hasil 

keputusan yang penulis ambil dalam penelitian ini, murni bersumber dari 

praktik yang secara nyata terjadi dan dianalisis dengan menggunakan 

Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 dan tinjauan dalam perspektif 

fiqh siya>sah. 

                                                           
17

 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI-PRESS, 2007), 3. 
18

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2008), 2.   
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2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian sebagai objek dari peneliti yaitu Desa Tajungwidoro, 

Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik. Data yang didapat dari penelitian ini 

adalah data kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal 

bukan dalam bentuk angka.
19

 Sesuai dengan rumusan masalah yang peneliti 

tulis dalam penelitian ini, hasil data yang didapat yaitu data primer dan data 

sekunder. 

a. Data primer 

Data primer adalah data yang berasal dari sumber penelitian.
20

 

Sehingga dalam penelitian ini data primer yang dikumpulkan yakni segala 

data, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Data tersebut secara 

langsung berkaitan dengan Pelaksanan pembangunan wisat Pantai yang 

terjadi di Desa Tajungwidoro, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik. 

Utamanya adalah dari hasil wawancara dengan pihak terkait di Desa 

Tajungwidoro. 

b. Data sekunder 

Data sekunder merupakan data yang tidak langsung memberikan 

data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen.
21

 

Disini data terseput berupa Undang-undang Peraturan Pemerintahan Desa 

                                                           
19

 Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: Rakesarasin, 1996), 2. 
20

 Arikunto Suharsimi, Prosedur Suatu Penelitian Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka Ciptra, 2002), 

107. 
21

 Saifuddin Azwar, Metode Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2007), 91. 
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Republik Indonesia, dan Peraturan Desa, Sedang yang digunakan untuk 

meninjau dari aspek fiqh siya>sah, penulis menggunakan al-Qur’an, 

ataupun hadits yang sahih dan berkaitan dengan pelaksanaan 

pemerintahan desa dalam pelaksanaan pembangunan desa. 

3. Sumber Data 

Sumber data yang akan dijadikan dasar dalam penelitian ini, adalah 

sumber-sumber yang berkaitan baik langsung maupun tidak langsung dalam 

pengelolahan pembangunan lahan Desa. Bisa didapat melalui orang-orang 

yang terlibat maupun aturan-aturan yang berkaitan, sehingga dapat 

memperoleh data yang jelas dan konkrit serta relevan dengan permasalahan 

dalam penelitian ini, yakni meliputi: 

a. Sumber primer  

Sumber Primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan 

langsung di lapangan dan disebut data asli atau data baru.
22

Sehingga 

disini penulis mengambil sumber data dari pemerintah desa seperti 

Kepala Desa dan masyarakat yang mengetahui tentang hal tersebut. 

b. Sumber sekunder  

Sumber sekunder yaitu berupa kesaksian dari siapapun yang bukan 

merupakan saksi mata atau seseorang yang tidak hadir pada peristiwa 

                                                           
22

 Masruhan, Metodologi Penelitian Hukum, Cet. 2 (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 93. 
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yang dikisahkan.
23

Dalam hal ini penulis mengambil dari berbagai literatur 

sebagai acuan dan pembanding dalam penelitian ini yang diperoleh dari 

beberapa referensi serta sebagai penunjang sumber data primer yang 

diperoleh dari data literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan 

penelitian ini. 

4. Teknik Pengumpulan Data  

Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan data 

secaralangsung dari lapangan, yang berkaitanerat dengan permasalahan yang 

telah disebutkan di atas. Padatahap penelitian ini agar diperoleh data yang 

valid dan bisa di pertanggung jawabkan. Penulis menggunakan beberapa 

metode dalam penggalian data, yaitu:  

a. Interview (wawancara)  

Secara umum wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk 

bertukar informasi dan ide melalui tanyajawab sehingga dapat 

dikonstruksikan makna dalam suatu topic tertentu.
24

 Selain itu penulis 

juga mendapatkan mengambil data melalui wawancara dengan sebagian 

warga yang mengetahui persoalan tersebut. 

Wawancara ini dilakukan sebagai upaya mendekatkan informasi 

dengan cara bertanya langsung kepada informan. Tanpa wawancara, 

peneliti akan kehilangan informasi yang hanya dapat diperoleh dengan 

                                                           
23

 Sardiman, Sejarah (t.tp.: Yudhistira, 2007), 58. 
24

 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfa Beta, 2008), 72. 
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jalan bertanya langsung. Adapun wawancara yang dilakukan adalah 

wawancara tidak berstruktur, dimana di dalam metode ini memungkinkan 

pertanyaan berlangsung luwes, arah pertanyaan lebih terbuka, tetap 

fokus, sehingga diperoleh informasi yang kaya dan pembicaraan tidak 

kaku.
25

 

5. Teknik Pengolahan Data  

Setelah seluruh data terkumpul perlu adanya pengolahan data dengan 

tahapan-tahapan sebagai berikut:  

a. Editing 

Yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah 

dikumpulkan.
26

 Teknik ini digunakan penulis untuk memeriksa 

kelengkapan data-data yang sudah penulis dapatkan, dan akan digunakan 

sebagai sumber-sumber studi dokumentasi, seperti sumber kepustakaan 

maupun hasil wawancara dengan narasumber terkait.  

b. Organizing 

Yaitu menyusun kembali data yang telah didapat dalam penelitian 

yang diperlukan dalam kerangka yang sudah direncanakan dengan 

rumusan masalah secara sistematis. 

 

 

                                                           
25

 Singarimbun, dkk., Metode Penelitian Survei (Jakarta: LP3S, 1989), 13. 
26

 Masruhan, Metodologi Penelitian Hukum…, 253. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

18 

 

 

c. Penemuan hasil 

Yaitu dengan menganalisis data yang telah diperoleh dari penelitian 

untuk memperoleh kesimpulan mengenai kebenaran fakta yang 

ditemukan, yang akhirnya merupakan sebuah jawaban dari rumusan 

masalah.
27

 

6. Teknik Analisa Data 

Dalam menganalisis data yang telah terkumpul, penulis menggunakan 

analisis secara deskriptif analisis, yaitu bertujuan mendeskripsikan masalah 

yang ada dan berlaku berdasarkan data-data terkait dengan masalah 

mengenai Pelaksanaan Pembangunan wisata Pantai. Kemudian di 

kembangkan dengan pola pikir deduktif, yaitu dengan menjelaskan dan 

menguraikan teori tentang pelaksanan pembangunan desa secara umum dan 

diverifikasi dengan praktik yang terjadi. 

 

I. Sitematika Pembahasan 

Agar penulisan dalam penelitian ini tetap tersusun secara sistematis serta 

lebih mudah untuk dipahami, maka penulis membagi lima bab dalam penulisan 

pada penelitian ini yang sistematikanya adalah sebagai berikut: 

Bab pertama memuat pendahuluan dari masalah yang diteliti yang berisi 

latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian 

                                                           
27

 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif…, 246. 
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pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, 

metode penelitian serta sistematika pembahasan. 

Bab dua yakni mengenai landasan teoritis yang antara lain  berisi mengenai 

fiqh siya>sah meliputi pengertian, penerapan, menurut teori fiqh siya>sah yang 

meliputi definisi, ruang lingkup, kepemerintahan Desa. Dan menurut Undang-

Undang  Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 

Bab tiga pembahasan tentang hasil-hasil penelitian yang telah 

dikumpulkan  mengenai Pelaksanaan Pembangunan Wisata Pantai di Desa 

Tajungwidoro  dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. 

Bab empat berisi tentang analisi pembahasan yang di bahas mengenai 

Pelaksanaan Pembangunan Wisata Desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 Tentang Desa dan analisis fiqh siya>sah. Bab ini berisi tentang hasil 

penelitian pembahasan dalam skripsi. 

Bab lima merupakan bab penutup yang mengemukakan kesimpulan dari 

semua pembahasan yang telah di bahas dalam skripsi ini, merupakan jawaban 

ringkas dari rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini. Diakhiri dengan 

penyampaian saran. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Fiqh Siya>sah 

Kata  fiqih berasal dari  faqaha, yafqahu, fiqhan. Imam al-Turmudzi, 

seperti dikutip Amir Sarifuddin , menyebutkan ‚fiqh tentang sesuatu‛ berati 

mengetahui batinnya sampai kepada ke dalamnya. Dalam al-Qur’an juga 

diungkapkan sebanyak 20 kali, 19 di antaranya digunakan untuk pengertian 

‚kedalaman ilmu yang dapat diambil manfaat darinya‛. Menurut istilah fiqh 

adalah: 

فْصِيْلِيَّةِ  رْعِيَّةَِ الْعَمَلِيَّةِ الَْمُسْتَ نْبِطةَِ مِنْ ادَِلَّتِهَا الَت َّ  الَْعِلْمُ باِْلَْحْكَامِ الشَّ
‚Ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syari’at yang bersifat 

amaliyah, yang digali dari dali-dalilnya yang rinci (tafsili).‛ 

Dapat dipahami dari definisi di atas bahwasanya fiqh adalah upaya 

sungguh-sungguh para ulamak (mujtahidin) untuk menggali hukum-hukum 

syara’ sehingga dapat diamalkan oleh semua umat Islam.
1Fiqh mencakup berbagi 

aspek kehidupan  manusia. Fiqh juga membicarakan hubungan antara sesama 

manusia luas (mu’amalah), aspek mu’amala juga di bagi dapat dibagi menjadi 

jinayah (pidana), munakaah (perkawinan), mawarits (kewarisa), murafa’at 

(hukun acara), siya>sah (politik/ketananegaraan), dan al-ahkam al-dualiyah 

(hubungan internasional). 

                                                           
1
 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam (Jakarta: Gaya Media 

Pratama, 2007), 3. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

21 

 

 

Kata siya>sah yang berasal dari kata sasa, berartian mengatur, mengurus dan 

memerintah atau pemerintah, politik dan pembuatan kebijakan. Bisa dikatakan 

juga sisayah adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijakan atas sesuatu 

yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu. Addul Wahhab Kallaf 

mendefinisikan secara terminologis bahwa siya>sah adalah: pengaturan 

perundangan yang diciptakan untuk memelihara kertertiban dan kemaslahatan 

serta mengatur keadaan. Pada dasarnya yang dikemukakan oleh para ahli diatas 

bersifat umum dan tidak melihat atau mempertimbangkan syari’at meskipun 

tujuannya sama-sama mencapai kemaslahatan. Definisi yang bernuansa religius 

dikemukakan oleh Ibn Qayyim Al-Jauziyah menurut beliau siya>sah adalah suatu 

perbuatan yang membawa manusia dekat kepada kemaslahatan dan terhindar 

dari kebinasaan, meskipun perbuatan tersebut tidak ditetapkan oleh Rasullawah 

Saw atau diwahyukan oleh Allah Swt. 

Dari paparan di atas dapat di tarik kesimpulan bawa fiqh siya>sah  adalah 

bagian dari pemahaman ulamak mujtahid tentang Hukum Syari’at yang 

bersangkut paut dengan kenegaraan, dapat di simpulkan juga fiqh siya>sah 

merupakan salah satu aspek Islam yang membicarakan pengaturan dan 

pengurusan kehidupan manusia dan bernegara demi mencapai kemaslahatan 

bagimanusia.
2
 

 

                                                           
2
 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah…, 3-4. 
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B. Kedudukan Fiqh Siya>sah dalam Sistematika Islam  

Secara gelobal hukum islam dapat dibagi dalam dua bagian pokok, yaitu 

hukum yang mengatur hubungan manusia terhadap Tuhannya ibadah dan hukum 

yang mengatur hubungan antara sesama manusi dalam masalah-masalah 

keduniaan secara umum mu’amalah. M. Hasbi ash-Shiddieqy membagi hukum 

Islam secara sistematika menjadi enam bangian.Yang pertama, berkaitan dengan 

masalah ibadah kepada Allah seperti shalat, zakat, dan haji. Dan yang kedua 

yang berkaitan dengan keluarga seperti nikah, thalak dan rujuk. Yang ketiga 

yaitu yang berkaitan dengan perbuatan manusia dalam hubungannya dengan 

sesama mereka dalam bidang kebendaan seperti jual beli dan sewa-menyewa. 

Keempat yang berkaitan dengan perang-damai dan jihad, dan  yang kelima yaitu 

yang berkaitan dalam hukum acara di peradilan yang keenam yang berkaitan 

dengan akhlak atau adab.
3
 

Fiqh siya>sah memegang peranan dan kedudukan sangat penting dalam 

penerapan dan aktualisasi hukum secara keseluruhan, dalam fiqh siya>sah dapat 

diatur bagaimana sebuah ketentuan hukum Islam bisa berlaku secara efektif 

dalam masyarakat Islam. Tanpa keberadaan Negara dan pemerintahan ketentuan-

ketentuan hukum Islam akan sulit sekali terjamin keberlakuannya, untuk urusan 

kemasyarakatan yang komplekspun umat Islam membutuhkan fiqh siya>sah. 

                                                           
3
 Ibid., 9. 
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Dalam fiqh siya>sah pemerintah bisa menetapakan suatu hukum yang secara 

tegas tidak di atur oleh nash tetapi berdasarkan kemaslahatan dibutuhkan oleh 

manusia. Untuk kasus Imdonesia misalnya,keluarnya UU Nomor 1 tahun 1974 

tentang perkawinan, UU Nomor 2  tahun 1989tentang sistem pendidikan 

Nasional dan UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dapat dikatakan 

sebagai bagian dari siya>sah syar’i>yah pemerintah Indonesia. 

Mengenai ruang lingkup fiqh siya>sah, para ulama’ juga banyak perbedaan 

mengenai pendapatnya, memang bisa dikatakan fiqh siya>sah merupakan bagian 

dari ilmu fiqh, namun objek pembahasan fiqih sisayasah bukan hanya terfokus 

pada satu titik atau bukan hanya terfokus pada satu bidang objek pembahasan 

saja. Al-Mawardi menjelaskan bahwasannya fiqih siya>sah dibagi menjadi 

beberapa bagian, siya>sah dustu>ri>yah, politik perundang-undangan. Siya>sah 

Ma>liyah, politik keuangan. Siya>sah qad}aiyah, politik peradilan. Siya>sah 

harbiyah, politik peperangan. Siya>sah idhariyah, politik administrasi.
4
 

Hasbi al-Siddieqy, salah satu ahli hukum Indonesia juga memaparkan 

bahwa dibagi menjadi delapan hukum, yaitu politik perundang-undangan, 

penetapan syariah atau hukum, peradilan, meneter, administrasi, luar negeri, 

pelaksanaan undang-undang, dan peperangan.
5 

Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan, prinsip-prinsip yang diletakkan 

dalam pembuatan Undang-Undang dasar ini adalah jaminan atas hak-hak asasi 

                                                           
4
 Al-Mawardi, al Ahkam  as-Sultanniyah wa al-Wilayah ad-Diniyyah (Mesir: Dar al Fikr, 1996), 2. 

5
 Mahfudz, Fiqh Sosial Antara Konsep dan Implementasi (Surabaya: K.Ista, 2007), 576. 
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manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di 

depan hukum, tanpa membedakan status manusia. Dapat simpulkan bahwa fiqh 

siya>sah mempunyai kedudukan penting dalam posisi strategis dalam masyarakat 

Islam. Untuk memikirkan, merumuskan dan menetapkan kebijakan-kebijakan 

politik praktis yang berguna bagi kemaslahatan masyarakat muslim khususnya, 

dan warga negara lain umumnya, pemerintahan membutuhkan siya>sah syar’iyah, 

dapat diibaratkan fiqh siya>sah sebagai akar sebuah pohon yang menopang 

batang, ranting, dan daun, sehingga menghasilkan buah yang dapat dinikmati 

oleh umat Islam.
6
 

 

C. Siya>sah Dustu>riyah 

Siya>sah dustu>riyah adalah bagian dari fiqh siya>sah yang membahas 

masalah perundang-undangan Negara, Dalam hal ini juga dibahas antara lain 

konsep-konsep konstitusi ‚undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya 

perundang-undangan dalam suatu negara‛, legislasi ‚bagaimana cara perumusan 

undang-undang‛, lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting 

dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu kajian ini juga membahas 

konsep negara hukum dalam siya>sah dan hubungan timbal balik antara 

pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.
7
 

                                                           
6
 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah…, 12-13. 

7
 Suyuthi Pulungan, Fikih Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 

2014), 44. 
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Kata ‚Dusturi‛ berasal dari bahasa persia. Yang awalnya mempunyai arti 

seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. 

Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan 

anggota kependetaan ‚pemuka agama‛ Zoroaster ‚majusi‛. Setelah mengalami 

penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata dustur berkembang pengertiannya 

menjadi asas dasar atau pembinaan. Menurut istilah, dustur berarti kumpulan 

kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota 

masyarakat dalam sebuah negara baik yang tidak ditulis konvensi maupun yang 

tertulis konstitusi. 8 

Dalam fiqh siya>sah, konstitusi di sebut juga dengan dusturi. Pembahasan 

tentang konstitusi ini juga berkaitan dengan sumber-sumber dan kaedah 

perundang-undangan disuatu negara, baik berupa sumber material, atau sumber 

sejarah, sumber perundang-undangan maupun sumber penafsirannya. Sumber 

material adalah hal-hal yang berkenaan dengan materi pokok undang-undang 

dasar, inti dari persoalan pokok dalam sumber konstitusi ini adalah peraturan 

tentang hubungan antara pemerintahan dan rakyat yang diperintah. Perumusan 

konstitusi tersebut tidak dapat dilepaskan dari latar belakang sejarah negara yang 

bersangkutan baik masyarakatnya, politik, maupun kebudayaannya, maka dari 

                                                           
8
 Imam Amrusi Jailani, dkk., Hukum Tata Negara Islam (Surabaya: IAIN Press, 2011), 22. 
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itu, materi dari konsitusi tersebut sejalan dengan aspirasi dan jiwa masyarakat 

dalam negara tersebut.
9
 

Menurut ulama fiqh siya>sah, pada awalnya pola hubungan antara 

pemerintah dan rakyat ditentukan oleh adat istiadat, dengan demikian hubungan 

antara kedua belah pihak berbeda-beda pada masing-masing negara, sesuai 

dengan perbedaan di masing-masing negara. Namun adat istiadat  ini tidak 

terlutis, maka dalam hubungan tersebut tidak terdapat batasan-batasan yang 

tegas tentang hak dan kewajiban masingi-masing pihak, dampatnya, karena 

pemerintahan memegang kekuasaan, tidak jarang pemerintahan besikap absolut 

dan otoriter terhadap rakyat yang berada di bawah kepemimpinannya.
10

 

Sumber tertulis paling mendasar atau paling utama pembentukan undang-

undang dasar dalam Islam yaitu al-Quran dan sunnah, akan tetapi karena 

memang bukan buku undang-undang al-Quran tidak merincikan lebih jauh 

mengenai bagaimana hubungan pemerintahan dan rakyatnya serta hak dan 

kewajiban mereka masing-masing. Al-Quran hanya memuat dasar-dasar atau 

prinsip umum pemerintahan Islam secara global saja, ayat-ayat yang masih 

global ini kemudian dijabarkan oleh Nabi dalam sunnahnya, baik berbentuk 

perkataan, perbuatan maupun takrir atau ketetapan. 

 

 

                                                           
9
 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah…, 2. 

10
 Ibid., 155. 
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Dalam firman allah di jelaskan dalam surat An-Nisa Ayat 29 : 

نَكُمْ باِلْبَاطِلِ إِلََّ أَنْ تَكُوْنَ تَِِارةًَ عَنْ تَ راَضٍ مِ  نْكُمْ وَلََتَ قْتُ لُوْا أنَْ فُسَكُمْ ياَ أيَ ُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُ وْا لََ تأَْكُلُوْا بَ ي ْ
 إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

‚Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 

sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 

Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.dan janganlah kamu 

membunuh dirimu (287); Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 

kepadamu‛. 

Dalam kajian fiqh siya>sah, legislasi atau kekuasaan legislatif disebut juga 

dengan al-sulthah al-tasyri’iyah yaitu kekuasaan pemerintah islam dalam 

membuat dan menetapkan Hukum, Islam menjelaskan, tidak seorangpun berhak 

menetapkan suatu hukum yang akan diberlakukan bagi umat islam, haal ini 

ditegaskan sendiri oleh Allah dalam surat al-An’am : 

بْ تُمْ بهِِ مَا عِنْدَيْ مَا تَسْتَ عْجِلُوْنَ بهِِ إِنِ الُْْكْمُ إِلََّ لله ي َ  ْ وكََذَّ نَةٍ مِنْ رَبِّي قُ ُُّّ الَْْ ََّّ وَهُوَ قُلْ إِنِّي عَلى بَ ي ي
رُ الْفَاصِلِيَْ   خَي ْ

‚Sesungguhnya aku berada di atas hujjah yang nyata (Al-qur’an) dari 

Tuhan, sedang kamu mendustakan. Tidak ada padaku apa (azab) yang 

kamuminta supaya disegerakan kedatangannya. Metapkan hukum itu 

hanyalah hak Allah. Dia menerangkan yang sebenarnya dan dia pemberi 

keputusan yang paling baik‛. 

Dalam konteks ini kekuasaan legislatif al-sulthah al-tasyri'iyah berarti 

kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang 

akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan 

yang telah diturunkan oleh Allah Swt, dengan demikian, unsur-unsur legislasi 

dalam Islam meliputi : 
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1. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang 

akan diberlakukan dalam masyarakat islam. 

2. Masyarakat islam yang akan melaksanakannya. 

3. Isi peraturan atau hukum itu sendiri yang harus sesuai dengan nilai-nilai 

dasar syari’at Islam.   

Kekuasaan legislatif adalah kekuasan yang terpenting dalam pemerintahan 

Islam, karena ketentuan dan ketetapan yang di keluarkan lembaga  legislatif akan 

dilaksanakan secara efektif oleh lembaga eksekutif dan dipertahankan oleh 

lembaga yudikatif atau peradilan orang-orang yang duduk di lembaga legislatif 

ini terdiri dari para mujtahid dan ahli fatwa mufti serta para pakar dalam 

berbagai bidang.
11

 

 

D. Imamah (Kepemimpinan) 

Dalam fiqh siya>sah kata imamah biasanya diidentikkan dengan khilafah, 

keduanya menunjukkan pengertian yang sama yaitu kepemimpinan tertinggi 

dalam negara Islam. Istilah imamah lebih banyak digunakan oleh kalangan 

syi’ah, sendang untuk istilah khilafah lebih populer penggunaannya dalam 

kalangan masyarakat sunni. Kedua aliran ini hanya saja terdapat perbedaan 

mendasar dalam memahami makna imamah. Kelompok Syi’ah memandang 

                                                           
11

 Ibid., 42. 
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bahwa imamah merupakan bagian dari perinsip ajaran agama, beda dengan 

golongan sunni sendiri tidak memandang demikian.
12

 

Secara etimologi Imamah berarti kepemimpinan, sedangkan secara 

terminoligi banyak beberapa ahli berpendapat tentang makna dari imamah. Al-iji 

salah satu tokoh sunni ortodok mengartikan imamah sebagai negara besar yang 

mengatur urusan-urusan agama dan dunia atau lebih tepatnya, imamah adalah 

sebagai wakil Nabi dalam menegakkan agama.
13

 

Sedangkan secara epistimologi, berdasarkan tinjauan umum mengenai arti 

kata Imamah berati seorang pemegang kekuasaan atas umat islam, bisa 

dikatakan pemimpin untuk umat Islam, Syekh Abu Zahrah mengatakan bahwa 

Imamah itu juga khalifah kenapa bisa dikatakan seperti itu, sebab orang yang 

menjadi khalifah adalah penguasa tertinggi (pimpinan tertinggi) bagi para umat 

Islam setelah Nabi wafat.
14

 

Allah Swt. Berfirman dalam surat Ali Imran ayat 32 yang berbunyi: 

بُّ الْكَافِريِنَ  ۖ  قُلْ أطَِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ   فإَِنْ تَ وَلَّوْا فإَِنَّ اللَّهَ لََ يُُِ

‚Taatilah Allah dan Rasul-nya, jika kamu berpaling, maka sesungguhnya 

Allah tidak menyukai orang-orang kafir‛. 

Dari keterangan ayat di atas dapat dijabarkan bahwasannya ketaatan 

kepada pemimpin bukanlah keharusan yang sangat mutlak untuk dilaksanakan, 

ketaan tersebut berlaku apabila seorang pemimpin tersebut taat kepada Allah dan 

                                                           
12

 Ibid., 129. 
13

 Abu Ammar, dkk., Jamaah Imamah Bai’ah Sebuah Kewajiban Syar’i Berdasarkan Al-Qur’an, As-
Sunnah, Ijma’, dan Qiyas (Solo: Pustaka Arafah, 2010), 107. 
14

 Imam Amruzi Jaelani, Hukum Tata…, 55. 
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Rasul nya, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai kepada orang-orang 

kafir.
15

 

 

D. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

1. Pengertian Pemerintahan Desa   

Pemerintahan  Desa merupakan hal yang sangat penting dalam suatu 

Desa, fungsi pemerintahan desa yaitu salah satunya mengatur seluruh 

kepentingan masyarakat, terutama dalam hal mengenai  pembangunan Desa, 

seperti yang di tuangkan di dalam pasal berikut ini : 

Pasal 1 : Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan 

dan kepentinggan masyarakat setempat dalam sistem 

pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Pasal 23 : Pemerintahan Desa di selenggarakan oleh pemerintah Desa. 

Pasal 25 : Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 adalah 

kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang 

dibantu oleh perangkat Desa atau yang dimaksud dengan nama 

lain.
16

 

Dengan demikian pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahan Negara Kesatuan Repuplik Indonesia. Pemerintahan Desa di 

selenggarakan oleh pemerintah Desa sesuai aturan yang telah tertuang di 

dalang Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, sedangkang pemerintahan 

Desa sendiri terdiri dari Kepala Desa dan di bantu oleh perangkat Desa.  

                                                           
15

 Qs. Ali Imran ayat 32, 3. 
16

 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.. 
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Pemerintaha Desa yang berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala 

Desa terdiri dari antara lain: 

a. Sekretariat Desa yang dipimpim oleh sekretaris Desa. 

b. Pelaksanaan kewilayahan yang jumlahnya ditentukan secara proposional. 

c. Pelaksanan teknis, paling banyak 3 seksi. 

 Sejak disahkan UU Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan 

Daerah, dalam undang-undang ini otonomi Daerah ditempatkan secara di 

Kabupaten dan Kota atas dasar otonomi luas nyata dan bertanggung  jawab. 

Dan pada Daerah otonom Provinsi diselenggarakan atas dasar otonomi 

terbatas. Adanya Undang-Undang tersebut tentang otonimi Daerah yang 

antara lain dimaksutkan untuk adanya leluasaan daerah mengatur rumah 

tangga dirinya sendiri dalam hal pemerataan pembangunan. Kecenderungan 

yang telah muncul rata-rata kecil baru di daerah yang lebih mementingkan 

pada upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) daripada upayah 

mensejahterakan masyarakat.
17

 

2. Pembangunan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. 

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, pembangunan Desa 

adalah upayah  peningkatkan kualitas hidup dan kehidupan untuk 

kesejahteraan masyarakat Desa. Dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 

tahun 2014 tentang Desa pasal (78) tentang perencanaan, pasal (81) tentang 

                                                           
17

 Abdul Ghaffar Karim, Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia (Yogyakarta : Pustaka 

Pelajar, 2003), 71. 
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pelaksanan, dan  pasal (82) tentang pemantauan dan pengawasan . seperti 

yang tertulis di dalam Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 2014 Sebagai 

berikut: 

Pasal 78 : (1) pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat desan dan kualitas hidup manusia serta 

penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan 

dasar, pembangunan sarana ekonomi lokal, serta pemanfaatan 

sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. 

(2) pembangunan Desa meliputi tahap perencanan, pelaksanan dan 

pengawasan. 

(3) pembangunan Desa sebagaimana di maksut pada ayat (2) 

mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong 

royongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan 

keadilan sosial. 

Pasal 79 : (1) pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan Desa 

sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada 

perencanaan pembangunan kabupaten dan kota. 

(2) perencanan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun 

secara berjangka meliputi:  

a. Rencana pembangunan jangka menengah Desa untuk jangka 

waktu 6 (enam) tahun, dan  

b. Rencana pembangunan tahunan Desa atau yang disebut 

rencana kerja pemerintahan Desa, perupakan penjabaran 

dari rencana pembangunan jangka menengah Desa untuk 

jangka waktu 1 (satu) tahun. 

(3) rencana pembangunan jangka menengah Desa dan rencana 

kerja pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

ditetapkan dengan peraturan Desa. 

(4) peraturan Desa tentang rencana pembangunan jangka 

menengah Desa dan rencana kerja pemerintah Desa merupakan 

satu-satunya dokumen perencanaan Desa. 

(5) rencana pembangunan jangka menengah Desa dan rencana 

kerja pemerintahan Desa merupakan pedoman dalam 

penyusunan anggaran pendapatan belanja Desa yang di atur 

dalam peraturan pemerintah. 

(6) program pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang berskala 

lokal Desa di koordinasikan dan/atau di delegasikan 

pelaksanaannya kepada Desa. 
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(7) perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) merupakan salah satu sumber masukan dalam 

perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. 

Pasal 80 : (1) perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 79 diselenggarakan dengan mengikutsertakan 

masyarakat Desa. 

(2) dalam menyusun perencanaan pembangunan Desa 

sebagaimana  dimaksud pada ayat (1), pemerintah Desa wajib 

menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan 

Desa. 

(3) musyawarah perencanaan pembangunan Desa menetapkan 

prioritas, program kegiatan dan kebutuhan pembangunan Desa 

yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Desa, 

swadayamasyarakat Desa, dan/atau anggaran pendapatan dan 

belanja daerah kabupaten/atau kota. 

(4)  prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan 

Desa sembagai mana dimaksud pada ayat (3) dirumuskan 

berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa 

yang meliputi:  

a.  peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar. 

b. pembangunan dan pemeliharaan insfrastruktur dan 

lingkungan  berdasarkan kemampuan teknis dan sumber 

daya lokal yang tersedia. 

c. pengembangan ekonomi pertanian bersekala prodiktif. 

d. pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk 

kemajuan ekonomi dan; 

e. peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman 

masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa. 

Pasal 81 : (1) pembangunan Desa dilakukan sesuai dengan rencan kerja 

pemerintah. 

(2) pembangunan Desa sebagai mana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh 

masyarakat dengan semangat gotong royong; 

(3) pelaksanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilakukan dengan memanfaatkan kearifan lokal dan 

sumberdaya alam Desa. 

(4) pembangunan lokal berskala Desa dilaksanakan oleh Desa. 

(5) Pelaksanaan program sektoral yang masuk ke Desa di 

informasikan kepada pemrintahan Desa untuk diintegrasikan 

dengan pembangunan Desa. 

Pasal 82 : (1) Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi mengenai 

rencana dan pelaksanaan pembangunan Desa. 
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(2) Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap 

pelaksanaan pembangunan Desa. 

(3) Masyarakat Desa melaporkan hasil pemantauan dan berbagai 

keluhan terhadap pelaksanaan pembangunan Desa dan badan 

permusyawaratan Desa. 

(4) Pemerintah Desa wajib menginformasikan perencanaan dan 

pelaksanaan rencana kerja pemerintahan Desa, dan anggaran 

pendapatan belanja Desa kepada masyarakat Desa melalui 

layanan informasi kepada umum dan melaporkan nya dalam 

musyawarah Desa paling sedikit 1 (satu) tahun sekali. 

(5) Masyarakat Desa berpartisipasi dalam musyawarah Desa 

untuk menanggapi laporan pelaksanaan pembangunan Desa. 

Pasal 83 : (1) Pembangunan kawasan perdesaan merupakan perpaduan 

pembangunan antar Desa dalam satu kabupaten/kota. 

(2) Pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan dalam upaya 

mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, 

pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa dikawasan 

perdesaan melalui pendekatakan pembangunan partisipatif. 

(3) Pembangunan kawasan perdesaan meliputi: 

 a. Penggunaan dan pemanfaatan wilayah Desa dalam rangka 

penetapan kawasan sesuai dengan tata ruang kabupaten/kota. 

 b. Pelayanan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahtraan 

masyarakat perdesaan. 

 c. pembangunan infrasrtuktur, peningkatan ekonomi 

perdesaan, dan pengembangan teknologi tepat guna; dan 

 d. Pemberdayaan masyarakat Desa untuk meninggalkan akses 

terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi. 

(4) Rancangan pembangunan kawasan perdesaan di bahas bersama 

oleh pemerintah, pemerintah Daerah Provinsi, pemerintah 

Daerah Kabupaten/kota, pemerintah Desa. 

(5) Rencana pembangunan kawasan perdesaan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Bupati/Wali Kota  

sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah Daerah. 

Pasal 84 : (1) Pembangunan kawasan perdesaan oleh pemerintah, Daerah 

Kabupaten/kota susai dengan rencana pembangunan jangka 

menegah Daerah. 

(2) Pembangunan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan pendayagunaan 

asset Desa untuk pembangunan kawasan perdesaan merujuk 

pada hasil musyawarah Desa. 

(3) Pengaturan lebih lanjut mengenai perncanaan, pelaksanaan 

pembangunan kawasan perdesaan, pemanfaatan, dan 
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pendayagunaan sebagaimana di maksud pada ayat (2) di atur 

dalam peraturan Daerah Kabupaten/kota. 

  Pasal 85 : (1)  Pembangunan kawasan perdesaan dilakukan oleh pemerintah, 

pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah  

Kabupaten /kota melalui satuan perangkat kerja daerah 

Kabupaten/kota melalui satuan perangkat kerja. 

(2) Pembangunan kawasan perdesaan yang dilakukan oleh 

pemerintah, pemerintahan daerah Provinsi, pemerintahan 

Kabupaten/kota, dan pihak ketiga wajib mendayagunakan 

potensi  sumber daya alam dan sumber daya manusia 

mengikutsertakan pemerintahan Desa dan masyarakat Desa. 

(3) Pembangunan kawasan perdesaan yang bersekala lokal Desa 

wajib diserahkan pelaksanaannya kepada Desa dan/atau 

kerjasama antara Desa. 

Pasal 86 : (1) Desa berhak mendapatkan akses infirmasi melalui sistem 

informasi Desa yang di kembangkan oleh pemerintahan 

Daerah Kabupaten/kota. 

(2) Pemerintah dan pemerintah Daerah wajib mengembangkan 

sistem informasi Desa dan pembangunan kawasan perdesaan. 

(3) Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

meliputi fasilitas perangkat keras, dan perangkat lunak, 

jaringan, serta sumberdaya manusia. 

(4) Sisitem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

meliputi data Desa, kawasan perdesaan, serta informasi lain 

yang berkaitan dengan pembangunan Desa dan pembangunan 

kawasan perdesaan. 

(5)  Sisitem informasi Desa sebagai mana dimaksud pada ayat (2) 

dikelolah oleh pemerintah Desa dan dapat diakses oleh 

pemerintah Desa dan dapat diakses oleh masyarakat Desa dan 

semua pemangku kepentingan. 

(6) pemerintah Daerah kabupaten/kota menyediakan informasi 

perencanaan pembangunan kabupaten/kota untuk Desa. 
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BAB III 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

A. Gambaran Umum  

1. Sejarah Desa Tajungwidoro 

Pulau mengare adalah sebuah wilayah yang terletak di wilayah 

kecamatan Bungah, mengare merupakan pulau kecil dan desa ini juga di 

kelilingi lembah yang berupa tambak dan pesisir laut. Pulau mengare 

mempunyai cerita legenda yang tidak banyak orang tau. 

Konon menurut legenda asal-asul kejadiannya merupakan berasal dari 

seekor ular raksasa yang  menurut cerita ular ini berasal dari solo Jawa 

Tengah yang  jatuh cinta dan ingin melamar putri solo, tetapi sang putri tidak 

mau dan lari, setelah itu putri solo terkutuk menjadi ular  dan setelah  itu 

sang ular itu mencari putri solo dengan menelusuri bengawan yang sekarang 

tenar dengan sebutan bengawan solo. Ada juga yang berpendapat versilain 

dan cerita atau legenda ini dipercaya sebagai latar belakang mengapa ada 

beberapa istilah-istilah yang di gunakan di Mengare yang sama dengan 

bahasa jawa seperti yang kebanyakan dipakai oleh orang solo, seperti sebutan 

dari kata ‚gendol‛ yang artinya adalah botol, yang di pergunakan juga dari 

bahasa jawa timuran. Dan juga ada lagi dari kata ‚mantuk‛ yang berarti 

moleh untuk bahasa jawa timurannya, dan pulang untuk bahasa Indonesianya, 

sebutan lagi dari kata ‚jalan‛ yang kalau bahasa jawa timurannya yaitu  
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embong  atau dalan sedang kalau orang mengare malah menyebutnya dengan 

sebutan ‚ratan‛,  masih banyak lagi persamaan dari kata-kata atau sebutan 

yang di pergunakan oleh orang mengare yang sama dengan bahasa yang di 

pergunakan oleh orang solo. 

Mengare terbagi menjadi tiga bagian desa antara lain yaitu Watuagung, 

Kerapat dan Tajung widoro dan letak geografisnya terletak di sebelah selatan 

yang di batasi oleh wilayah kecamatan Manyar dan sebelah barat berbatasan 

dengan desa bedanten dan di sebelah utara dan timur merupakan laut Jawa 

yang merupakan perbatasan dari selat Madura. Deskriptif dari tiga bagian 

dari tiga antaralain Watuagung, Keramat, dan Tajungwidoro, masing-masing 

juga mempunyai cerita dan arti sendiri-sendiri: 

a. Desa Watuagung 

Asli kata dari watu dan agung ,watu yang mempunyai arti batu, 

sedangkan agung sendiri adalah besar atau mulya. Maka arti dari 

Watuangung adalah Batu besar atau batu mulya (yang di mulyakan), 

tempat Batu itu dulu terdapat di belakang Balai Desa Watuagung, dan 

selain batu juga terdapat  benda-benda lain seperti peralatan memasak 

mulai dari gentong, cobek, tampan dan lain sebagainya. Dahulu menurut 

cerita masyarakat di situ keseharian adalah memasak, dan pandai 

membuat jajanan-jajanan.Dan bahasa yang di pergunakan oleh 
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masyarakat disitu adalah bahasa jawa inggil rata-rata. Letak desa ini 

bertempat di bagian kepala sang ular. 

b. Desa Tajungwidoro 

Tajungwidoro berasal dari kata tajung yang mempunyai arti daratan 

menjorok kelaut atau pesisir laut, sedangkan widoro dari kata wite doro 

yang artinya pohon doro, pohon ini mempunya buah yang rasanya sepet 

dan daunnya biasanya dibuat untuk memandikan orang yang meninggal 

dunia, karena bisa menghilangkan bau badan. Dan letak desa ini di bagian 

perut dari ular tersebut. Bahasa yang digunakan sehari-hari adalah bahasa 

jawa keromo dan inggil 

c. Desa Keramat 

Keramat berasal dari kata keramat yang berasal dari bahasa jawa 

mempunyai arti angker atau mistis, jadi desa ini sangat di keramatkan 

karena kehidupan masyarakat disitu dari nenek moyangnya kebanyakan 

pandai dalam ilmu kanuragan, hingga sekarang ilmu itu masi banyak yang 

memiliki namun sudah tidak seperti dulu lagi. Menurut cerita keramata 

terletak di bagian ekor sang ular oleh sebab itu mempunyai cerita-cerita 

yang mistis. 

Desa ini berdekatan dengan selat madura (Bangkalan) sekitar 1 atau 

2 jam untuk menyebrang ke madura menggunakan perahu atau sampan. 

Kebanyakan juga masyarakat di desa tersebut menikah atau menetap di 
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madura, dan bahasa yang di pakai oleh masyarakat keramat ada dua yaitu 

madura dan jawa.
1
 

2. Kondisi Desa Tatungwidoro  

a. Kondisi geografis dan demografis. 

Desa Tajungwidoro adalah salah satu desa di Kecamatan Bungah 

yang mempunyai luas wilayah 738,30 Ha. Batas-batas administratif 

pemerintahan Desa Tajungwidoro Kecamatan Bungah sebagai berikut: 

- Sebelah Utara : SELAT MADURA 

- Sebelah Timur : DESA KRAMAT 

- Sebelah Selatan : DESA WATUAGUNG 

- Sebelah Barat : DESA BEDANTEN 

Dilihat dari topografi dan kontur tanah, Desa Tajungwidoro 

Kecamatan Bungah secara umum berupa dataran rendah yang berada 

pada ketinggian antara 4 mdi atas permukaan laut dengan suhu rata-rata 

berkisar antara 34
0
 Celcius. Desa Tajungwidoro terdiri dari Empat Belas 

Rukun Tetangga (RT) dan Enam Rukun Warga (RW), Orbitasi dan waktu 

tempuh dari ibukota kecamatan 13 km dengan waktu tempuh 30 menit 

dan dari ibukota kabupaten 27 km dengan waktu tempuh 90 menit. 

b. Data kependudukan 

Jumlah penduduk Desa Tajungwidoro sebanyak 4362 Jiwa yang 

terdiri dari 2.116 laki-laki dan 2.246 perempuan dengan jumlah Kepala 

                                                           
1
 Mbah Pi’i, Wawancara, di Rumah Kediaman, 10 Mei 2019. 
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Keluarga sebanyak 1.112 KK. Data kematian per-30 Oktober 2018 

sebanyak 40 Orang 

c. Menurut mata pencaharian 

Mata pencaharian penduduk Desa Tajungwidoro Kecamatan 

Bungah Kabupaten Gresik terdiri dari : 

- Petani : 467 orang 

- Buruh Tani : 423 orang 

- Pedagang : ……………………. Orang 

- PNS : 12 orang 

- TNI/Polri : 2 orang 

- Karyawan Swasta : ……………………. Orang 

- Wirausaha lainnya : 80 orang 

d. Menurut tingkat pendidikan. 

Tingkat Pendidikan Jumlah 

Tidak Tamat Sekolah 70 orang 

TK/Play Grup 271 orang 

SD 1.140 orang 

SMP 1.525 orang 

SMA 1.289 orang 

S1 105 orang 

S2 ……………………. Orang 

e. Menurut agama 

Islam 4.491 orang 

Kristen Tidak ada 
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Katolik Tidak ada 

Hindhu Tidak ada 

Budha Tidak ada 

Konghuchu Tidak ada 

f. Menurut suku/ras 

Jawa 4.491 

Madura Tidak ada 

Sunda Tidak ada 

Aceh Tidak ada 

Batak Tidak ada 

Bali Tidak ada 

Banjar Tidak ada 

g. Sarana pendidikan 

Sarana pendidikan umum yang terdapat di Desa Tajungwidoro 

Kecamatan Bungah  meliputi :  

-Taman Kanak-kanak/PAUD : 6 buah 

-Sekolah Dasar (SD/MI) : 3 buah 

-SLTP/MTs : 1 buah 

-SLTA/SMK : 1 buah 

Sedangkan jumlah tenaga pengajar terdiri dari : 

- Taman Kanak-kanak/PAUD : 16 orang 

- Sekolah Dasar (SD) : 40 orang 

- SLTP/MTs : 32 orang 

- SLTA/SMK : 16 orang 
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h. Hasil bumi 

Budidaya Ikan Bandeng. 

i. Iklim 

Tropis (kemarau dan Hujan). 

j. Flora dan fauna 

Flora : 

- Bakau 

- Ketela pohon 

- Pisang 

- Mangga 

 

Fauna 

- Sapi  Hewan ternak  

- Kambing Hewan ternak 

- Ayam Hewan ternak 

- Bebek Hewan ternak 

- Monyet  Hewan liar 

3. Potensi Wilayah Desa Tajungwidoro 

Desa mengare yang dikenal dengan sebutan Pulau Mengare, terbagi 

menjadi 3 bagian yaitu Desa Watuagung, desa keramat, dan desa 

tajungwidoro yang penulis bahas ini, tiga desa tersebut juga memiliki 

keunikan dan cerita sejarah masing-masing, juga memiliki keindahan alam 

yang sangat indah dan masih banyak yang belum terjama oleh banyak orang.  
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Potensi alam Desa mengare Tajungwidoro yang memiliki nilai juah 

tinggi untuk dikembangkan menjadi sebuah tempat wisata alam yang 

menguntungkan untuk kemajuan desa tersebut dan juga menguntungkan pula 

untuk kemajuan kabupaten gresik. Oleh karena itu potensi yang tinggi 

tersebut perlu didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai, serta 

pelaku atau pemandu yang handal. 

Lahan wisata yang ada di Desa Tajungwidoro ini berupa pantai yang 

bernana exsotis mengare, dan disebelahnya ada pantai anyang-anyang, ukem-

ukem (jembatan kayu), mangrov mengare. Masi banyak lagi yang belum 

terilis, karena masih belum ada perbaikan . Bengitu banyaknya lahan yang 

bisa di kembangkan oleh pemerintah Desa Tajungwidoro, Dan juga 

masyarakat Desa Tajungwidoro. Maka dari itu harus ada penanganan yang 

lebih baik lagi dari pemerintah Desa Tajungwidoro, agar bisa memperbaiki 

Otonomi Desa dan juga untuk Otonomi Daerah. 

Untuk menjadikan lahan atau tempat pariwisata unggul terutama di 

Kabupaten Gresik. Gambaran umum kawasan Wisata Desa Tajungwidoro 

yang terletak di kawasan pesiri yang mempunya berbagai macam potensi 

menyajikan perpaduan sumberdaya alam berupa iklim yang sejuk dan 

pemandangan yang indah, serta fenomena alam yang menakjubkan, 

ketenangan, serta sumberdaya budaya seperti bangunan peningalan Belanda. 

Sudah seharusnya Pemerintaha Desa patut untuk membuat rancangan 
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pembangunan yang lebih baik lagi dan mengikut sertakan masyarakat 

setempat guna menjadikan ‚Terbangunnya tata kelola pemerintahan desa 

yang baik guna mewujudkan Desa Tajungwidoro yang rukun dan makmur‚ 

seperti yang telah tercantum dalam Visi Pemerintahan Desa tersebut. 

 

B. Pemerintahan Desa 

1. Visi dan Misi Pemerintahan  Desa Tajungwidoro 

Tantangan birokrasi Pemerintah Desa di masa depan meliputi berbagai 

aspek baik yang bersifat alamiah maupun Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, 

Pertahanan & Keamanan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Agama. 

Seiring dengan penerapan Otonomi Daerah yang luas dan 

bertanggungjawab, maka diperlukan suatu Pemerintahan Desa yang 

berkualitas dan profesional dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, sehingga 

dapat benar-benar mewujudkan Pemerintahan yang Good Government sesuai 

tuntutan masyarakat. Guna memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat, maka 

Pemerintahan Desa harus memiliki visi  dan misi ke depan. 

a. Visi 

Visi adalah gambaran kondisi masa depan yang lebih baik (ideal), 

dibandingkan dengan kondisi yang ada saat ini.Setiap organisasi selalu 

mempunyai harapan jauh kedepan, kemana dan bagaimana organisasi itu 

akan dibawa serta bekerja, agar tetap eksis dan konsisten. Penyusunan 
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Visi Desa Tajungwidoro dilakukan dengan pendekatan partisipatif yang 

melibatkan pemerintahan desa, BPD, LKMD, tokoh masyarakat dengan 

mempertimbangkan potensi dan nilai – nilai budaya yang ada dan tumbuh 

di masyarakat.Untuk itulah Pemerintah Desa Tajungwidoro dalam 

mencapai cita-citanya mempunyai visi: 

‚Terbangunnya tata kelola pemerintahan desa yang baik guna 

mewujudkan Desa Tajungwidoro yang rukun dan makmur ‚. 

b. Misi 

Selain merumuskan  Visi, maka desa harus merumuskan misi desa. 

Misi adalah alat untuk mencapai visi. Perumusan misi ini juga dengan 

melalui pendekatan partisipatif yang melibatkan pemerintahan desa, 

BPD, LKMD dan tokoh masyarakat. Berdasarkan pertimbangan tersebut 

maka Desa Tajungwidoro telah merumuskan ‚ Misi ‚ sebagai berikut  : 

1) Meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintah Desa. 

2) Meningkatkan pembangunan infrastruktur desa. 

3) Mengembangkan ketangguhan masyarakat Desa dalam melaksanakan 

pembangunan Desa melalui penguatan kelembagaan dan peningkatan 

SDM.  

4) Peningkatan bidang pendidikan baik formal maupun non formal yang 

mudah diakses warga masyarakat. 
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5) Pengembangan sektor pertanian, peternakan, perikanan dalam tahap 

produksi pengolahan hasil. 

6) Menumbuh kembangkan usaha kecil dan menengah. 

7) Membangun dan mendorong majunya bidang pendidikan baik formal 

maupun non formal yang mudah diakses dan dinikmati seluruh warga 

masyarakat dalam menghasilkan insan intelektual. 

2. Daftar Usulan Prioritas Program dan Kegiatan yang Dibiayai APBD dan 

APBN 

Prioritas Program dan kegiatan skala kecamatan / kabupaten adalah 

rencana pembangunan yang tidak bisa didanai oleh desa dan harus diajukan 

ke tingkat yang lebih tinggi seperti Kecamatan / Kabupaten / Propinsi / 

Pusat. Hal ini disebabkan: 

a. Kegiatan tersebut secara peraturan perundangan bukan kewenangan desa. 

b. Secara pembiayaan desa tidak mampu membiayai karena dananya terlalu 

besar. 

c. Secara sumber daya di desa tidak mencukupi, baik SDM maupun 

prasarana pendukung lainnya. misalnya Pembangunan Tanggul, Sumur 

P2AT, Saluran irigasi dan lain-lain. 

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka prioritas pembangunan 

tersebut akan dibawa melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan 

di tingkat kecamatan (Musrenbangcam). 
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Adapun usulan kegiatan tersebut adalah : 

a. Bidang pemerintahan desa 

1) Pemugaran kantor desa. 

2) Penetapan Desa dalam keadaan darurat seperti kejadian 

bencana, konflik, rawan pangan,  wabah penyakit,  gangguan 

keamanan,  dan kejadian  luar biasa lainnya. 

b. Bidang pembangunan desa 

1) Pembangunan irigasi primer dan sekunder. 

2) Peningkatan jalan lingkungan. 

3) Tutup got. 

c. Bidang pembinaan masyarakat  

1) Membina keamanan, ketertiban dan ketenteraman wilayah dan 

masyarakat desa. 

2) Memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi 

di desa. 

d. Pemberdayaan masyarakat 

1) Pengembangan seni budaya lokal. 

2) Pengorganisasian melalui  pembentukan dan  fasilitasi lembaga;  

kemasyarakatan dan lembaga adat. 

3) Peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha ekonomi desa. 

4) Pendayagunaan teknologi tepat guna. 
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5) Peningkatan kapasitas masyarakat melalui: kpmd, kelompok uep, 

kelompok spp, kelompok tani, koperasi, kelompok pengrajin. 

3. Pelaksanaan Pembangunan Wisata Desa Tajungwidoro. 

Desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat 

berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan atau 

dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di kabupaten/kota, 

maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang 

berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di 

desa, maka desa diharuskan mempunyai Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Desa (RPJMDes). 

Penyusunan Rencana Pembangunan Desa dimaksudkan agar 

pembangunan menjadi lebih terarah dan runtut sehingga semua segi 

kehidupan dapat terbangun secara berurutan.dan masyarakat akan lebih 

termotivasi secara terus menerus atas kesadaran sendiri  melakukan   

pembenahan  pembangunan  di desa  serta  sebagai   bahan  koordinasi, 

integrasi, sinkronisasi, dan sinergi program masuk desa sehingga 

pembangunan dapat efisien dan efektif. 

Pelaksanaan pembangunan Desa dilaksanakan oleh pemerintahan Desa 

dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong 

royong. Ada dua tahapan dalam pelaksanaan pembangunan Desa antara lain, 
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yaitu tahap persiapan dan tahap pelaksanaan kegiatan, dalam persiapan 

tahapan yaitu : 

a. Penetapan pelaksanaan kegiatan, yaitu kepala Desa memeriksa daftar 

calon pelaksana kegiatan yang tercantum dalam dokumen RKP Desa 

yang di tetapkan dalam APB Desa, dan menetapkan pelaksanaan kegiatan 

dengan keputusan kepala Desa.  

b. Penyusunan rencana kerja, yaitu pelaksana kegiatan menyusun rencana 

kerja bersama kepala Desa, yang memuat antara lain: uraian kegiatan, 

biaya, waktu pelaksanaan, lokasi, kelompok sasaran, tenaga kerja dan 

daftar pelaksana kegiatan.  

c. Sosialisasi kegiatan, yaitu kepala Desa menginformasikan dokumen RKP 

Desa, APB Desa, dan rencana kerja kepada masyarakat melalui sosialisasi 

kegiatan, dilakukan antara lain melalui, musyawarah pelaksanaan 

kegiatan Desa, musyawarah Dusun, musyawarah kelompok, papan 

informasi Desa dan media lain sesuai kondisi Desa.  

d. Pembekalan pelaksanaan kegiatan, yaitu kepala Desa mengkordinasikan 

pembekalan pelaksana kegiatan di Desa. Pemerintah, pemerintah 

kabuapten/kota melaksanakan pembekalan dilakukan dengan pembimbing 

teknis. 
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e. Penyiapan dokumen administrasi, yaitu pelaksana kegiatan melakukan 

penyiapan dokumen administrasi kegiatan berkordinasi dengan kepala 

Desa.  

f. Pengadaan tenaga kerja, yaitu pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa 

mengutamakan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam 

yang ada di Desaserta mendayagunakan swadaya dan gotong royong 

masyarakat. Besaran upah dan/atau honor, sesuai dengan perhitungan 

besaran upah dan/atau honor yang tercantum di dalam RKP Desa yang 

ditetapkan dalam APB Desa.  

g. Pengadaan bahan/material tahap pelaksanaan kegiatan : 

1) Rapat kerja pelaksanaan kegiatan, yaitu kepala Desa 

menyelenggarakan rapat Kerja pelaksanaan kegiatan dalam rangka 

pembahasan tentang perkembangan pelaksanaan kegiatan, rapat kerja 

dilaksanakan sekurangkurangnya 3 (tiga) tahap mengikuti tahap 

pencairan Dana Desa yang bersumber dari anggaran dan pendapatan 

Belanja Negara.  

2) Pemeriksaan kegiatan infrastrktur Desa, yaitu Kepala Desa 

mengkordinasikan pemeriksaan terhap perkembangan dan tahap akhir 

kegiatan infrastruktur Desa. Pemeriksaan dapat dibantu oleh tenaga 

ahli dibidang pembangunan infrastruktur sesuai dengan dokumen 

RKP Desa. 
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3) Perubahan pelaksanaan kegiatan, yaitu pemerintah daerah 

kabupaten/kota menetapkan peraturan tentang kejadian khusus yang 

berdampak pada perubahan pelaksanaan kegiatan pembangunan di 

Desa dalam pembangunan Desa.  

4) Pengelolaan pengaduan dan penyelesaian masalah, yaitu kepala Desa 

mengkordinasikan penanganan pengaduan masyarakat da 

penyelesaian masalah dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan 

Desa.  

5) Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan, yaitu pelaksana kegiatan 

menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada 

kepala Desa, penyampaian laporan disesuaikan dengan jenis 

kegiaandan tahapan penyaluran dana kegiatan. Laporan kegiatan 

disusun berdasarkan pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana 

yang diterima dan tahapan perkembangan pelaksanaan kegiatan. 

6) Musyawarah Desa dalam rangka pelaksanaan pembangunan Desa, 

yaitu badan permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah 

Desa dalam rangka pelaksanaan pembangunan Desa pertanggung 

jawaban diselenggarakan setiap semester yaitu pada bulan juni dan 

bulan desesember tahun anggaran berikutnya.  

2) Pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan pembangunan Desa, yaitu 

pelestarian dan pemanfaatan hasil pembangunan Desa dilaksanakan 
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dalam rangka memanfaatkan dan menjaga hasil kegiatan 

pembangunan Desa. 

Sebelum menjalankan kegiatan tentu kita adakan sosialisasi terlebih 

dahulu agar masayarakat tahu bagai mana  pembangunan akan di 

laksanakan.
2
Hal tersebut di benarkan juga oleh bapak Arip selaku ketua 

penggerak pemuda di desa Tajungwidoro, memang ada sosialisasi tetapi 

dengan orang-orang yang di percai saja, buktinya saya sendiri tidak tau kalau 

ada sosialisasi.
3
 

Hal tersebut juga di ungkapkan oleh bapak lukman selaku warga 

Tajungwidoro, sel,a ini saya tidak tahu bagaimana pengelolahan 

pembangunan itu dan juga tidak pernah tahu kalau ada rapat ataupun 

sosialisasi mengenai pembangunan tersebut, ‚tahu-tahu sudah ramai saja 

wisata tersebut‛.
4
 

Kegiatan yang dilaksanakan di Desa mengare Tajungwidoro tersebut 

belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Karena dari 

kepala desa kurang menginformasikan kepada masyarakat, seperti yang telah 

didalam Undangundang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 82 poin ke 1 dan 

permendagri nomor 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan Desa 

pasal 59, masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana 

                                                           
2
 Mastain, Wawancara, di Kediaman Kepala Desa, 10 Mei 2019. 

3
 Arip, Wawancara, di Rumah Kediaman, 11 Juni 2019. 

4
 Lukman,Wawancara, di Rumah Kediaman, 7 Juni 2019. 
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dan pelaksanaan pembangunan Desa. Dapat katakan bahwasannya 

pemerintahan Desa mengare Tajungwidoro masih kurang dalam melakukan 

sosialisai kegiatan. 
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BAB IV 

ANALISIS FIQH SIYA<SAH  TERHADAP PELAKSANAAN PEMBANGUNAN 

WISATA PANTAI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 

2014. 

(Studi di Desa Tajungwidoro Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik) 

 

A. Analisis Penerapan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 dalam 

Pelaksanaan Tata Guna Wisata Desa Mengare Tajungwidoro 

Sebagai mana yang telah  dijabarkan sebelumnya, dan dari hasil penelitian 

yang penulis teliti, sosialisai kepada masyarakat sangat penting dilakukan dalam 

penyelenggarakan pemerintahan Desa. Penyelenggaraan pemerintahan Desa 

antara lain meliputi perencanaan pembanguanan Desa, proses tahapan kegiatan 

yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa. Dan melibatkan badan 

permusyawaratan dengan masyarakat secara partisipan guna pemanfaatan dan 

pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka mencapai upayah peningkatan 

kualitas hidup dan kehidupan untuk kesejahteraan masyarakat. 

Awal dari pelaksanaan pembangunan Desa adala perencanaan 

pembangunan Desa. Maka dari itu masyarakata harus diikutsertakan dalam 

perencanaan pembangunan tersebut, sebagai penyaluran aspirasi masyarakat dan 

penggerak kebijakan kepala Desa.Pada dasarnya partisipasi masyarakat dalam 

pembangunan di Desa sangatlah penting dan juga menjadi faktor pendukung 

untuk terlaksananya suatu pembangunan di Desa. 
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Keterlibatan masyarakat ini sangatlah dibutukan agar program 

pembangunan yang dilaksanakan benar-benar murni berdasarkan kebutuhan 

masyarakat, sehingga masyarakat sendiri akan lebih leluasa berekspresi untuk 

mencapai kemajuan dan kemaslahatan Desa. Dalam pasal Pasal 80 ayat (1) di 

jelaskan : Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 

79 diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa. Dan dijelaskan 

lagi pada ayat (2) dalam menyusun perencanaan pembangunan Desa 

sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pemerintah Desa wajib menyelenggarakan 

musyawarah perencanaan Desa. Sedangkan realita di Desa Mengare 

Tajungwidoro yang di dapat dari wawancara yang di ambil melakukan 

musyawarah desa hanya 2 kali dalam 1 tahun, dan masih belum pernah 

melakukan musyawarah mengenai perencanaan pembangunan lahan wisata 

seperti yang di bahas oleh penulis, jadi  tidak pasal 80 ayat (1) dan (2) masih 

belum terlaksana dalam pembangunan tersebut. 

Sosialisasi kegiatan yang dilaksanakan di Desa Mengare Tajungwidoro 

sendiri masih belum maksimal kalau dilihat dari undang-undang Nomor 6 Tahun 

2014 pasal 82 poin ke 1 dan permendagri nomor 114 tahun 2014 tentang 

pedoman pembangunan Desa pasal 59. Sesuai yang telah di sah kan dalam 

pertaturan perundang-undangan Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi 

mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan Desa. Sedangkan kepala Desa 

menginformasikan dokumen RKP/APB Desa dan rencana kerja kepada 
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masyarakat Desa melalui sosialisasi kegiatan.Sosialisai yang dilaksanakan oleh 

pemerintahan Desa mengare Tajungwidoro hanya penginformasian kepada orang 

yang di percayakan saja. 

Pemerintahan yang ada di Desa Mengare Tajung widoro memurut Dasar 

hukum yang mengatur tentang Tata kelola Desa untuk mencapai kemajuan 

otonomi daerah sudah terlaksanan terbukti dalam pembuatan  namun kurang 

begitu maksimal. Dalam pembangunan Desa diharapkan mampu meningkatkan 

kualitas hidup dan keterampilan melalui Pemerintahan Desa yang sesuai dengan 

bidangnya. Oleh sebab itu pembangunan ini ditujukan untuk kesejahteraan 

masyarakat. 

Pemerintahan desa Mengare Tajungwidoro juga pembuat visi, Visi Desa 

Tajungwidoro dilakukan dengan pendekatan partisipatif yang melibatkan 

pemerintahan desa, BPD, LKMD, tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan 

potensi dan nilai – nilai budaya yang ada dan tumbuh di masyarakat.Untuk itulah 

Pemerintah Desa Tajungwidoro dalam mencapai cita-citanya mempunyai visi ‚ 

Terbangunnya tata kelola pemerintahan desa yang baik guna mewujudkan Desa 

Tajungwidoro yang rukun dan makmur ‚ 

Dengan demikian masyarakat juga harus ikut serta membantu dan 

berpartisipasi untuk mewujudkan pembangunan lahan wisata yang terletak di 

Desa Mengare Tajung widoro. Dari wawan cara yang penulis dapat masyarakat 
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sendiri masih belum mempunyai sifat gotong royong secara baik, pemikiran 

tidak mau tahu masih ada di benak masyarakat sekitar.  

 

B. Analisis fiqh siya>sah dalam Pelaksanaan Tata Guna Wisata Desa Mengare 

Tajungwidoro 

Dalam fiqh siya>sah, konstitusi di sebut juga dengan dusturi. Pembahasan 

tentang konstitusi ini juga berkaitan dengan sumber-sumber dan kaedah 

perundang-undangan di suatu negara, baik berupa sumber material, atau sumber 

sejarah, sumber penrundang-undangan maupun sumber penafsirannya. Sumber 

material adalah hal-hal yang berkenaan dengan materi pokok undang-undang 

dasar, initi dari persoalan pokok dalam sumber konstitusi ini adalah peraturan 

tentang hubungan antara pemerintahan dan rakyat yang diperintah. 

Menurut ulama fiqh siya>sah, pada awalnya pola hubungan antara 

pemerintah dan rakyat ditentukan oleh adat istiadat, dengan demikian hubungan 

antara kedua belah pihak berbeda-beda pada masing-masing negara, sesuai 

dengan perbedaan di masing-masing negara. Namun adat istiadat  ini tidak 

terlutis, maka dalam hubungan tersebut tidak terdapat batasan-batasan yang 

tegas tentang hak dan kewajiban masingi-masing pihak, dampatnya, karena 

pemerintahan memegang kekuasaan, tidak jarang pemerintahan besikap absolut 

dan otoriter terhadap rakayat yang berada di bawah kepemimpinannya 
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Perundang-undangan sendiri di sebut juga fiqh siya>sah dustu>ri>yah, siya>sah 

dustu>ri>yah adalah bagian fiqh siya>sah yang membahas masalah perundang-

undangan Negara. Kajian ini juga membahas konsep Negara hukum dalam 

siya>sah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga Negara serta 

hak-hak warga Negara yang wajib dilindungi. Dalam pemerintahan islam 

khalifah tau imamah ialah hanya seseorang yang dipilih umat untuk mengurus 

dan mengatur kepentingan mereka demi mencapai kemaslahatan bersama.  

Dalam kajian fiqh siya>sah, legislasi atau kekuasaan legislatif disebut juga 

dengan al-sulthah al-tasyri’iyah yaitu kekuasaan pemerintah islam dalam 

membuat dan menetapkan Hukum, Islam menjelaskan, tidak seorangpun berhak 

menetapkan suatu hukum yang akan diberlakukan bagi umat islam, haal ini 

ditegaskan sendiri oleh Allah dalam surat al-An’am : 

بْ تُمْ  ْ وكََذَّ نَةٍ مِنْ رَبِّي بهِِ مَا عِنْدَيْ مَا تَسْتَ عْجِلُوْنَ بهِِ إِنِ الُْْكْمُ إِلََّ لله يَ قُ ُُّّ الَْْ ََّّ وَهُوَ قُلْ إِنِّي عَلى بَ ي ي
رُ الْفَاصِلِيَْ   خَي ْ

‚Sesungguhnya aku berada di atas hujjah yang nyata (Al-qur’an) dari 

Tuhan, sedang kamu mendustakan. Tidak ada padaku apa (azab) yang 

kamuminta supaya disegerakan kedatangannya. Menetapkan hukum itu 

hanyalah hak Allah. Dia menerangkan yang sebenarnya dan dia pemberi 

keputusan yang paling baik‛. 

Allah Swt. berfirman dalam surat Ali Imran ayat 32 yang berbunyi : 

بُّ الْكَافِريِنَ  ۖ   قُلْ أطَِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ   فإَِنْ تَ وَلَّوْا فإَِنَّ اللَّهَ لََ يُُِ

‚Taatilah Allah dan Rasul-nya, jika kamu berpaling, maka sesungguhnya 

Allah tidak menyukai orang-orang kafir‛. 
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Dari keterangan ayat di atas dapat dijabarkan bahwasannya 

ketaatankepada pemimpin bukanlah keharusan yang sangat butlak untuk 

dilaksanakan, ketaan tersebut berlaku apabila seorang pemimpin tersebut taat 

kepada Allah dan Rasul nya, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai kepada 

orang-orang kafir.
1
 

Dalam fiqh siya>sah, konstitusi disebut juga dengan dusturi. Pembahasan 

tentang konstitusi ini juga berkaitan dengan sumber-sumber dan kaedah 

perundang-undangan disuatu negara, baik berupa sumber material, atau sumber 

sejarah, sumber penrundang-undangan maupun sumber penafsirannya. Sumber 

material adalah hal-hal yang berkenaan dengan materi pokok undang-undang 

dasar, inti dari persoalan pokok dalam sumber konstitusi ini adalah peraturan 

tentang hubungan antara pemerintahan dan rakyat yang diperintah. Perumusan 

konstitusi tersebut tidak dapat dilepaskan dari latar belakang sejarah negara yang 

bersangkutan baik masyarakatnya, politik, maupun kebudayaannya, maka dari 

itu, materi dari konsitusi tersebut sejalan dengan aspirasi dan jiwa masyarakat 

dalam negara tersebut.
2
 

                                                           
1
 Qs. Ali Imran ayat 32. 

2
 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam (Jakarta: Gaya Media 

Pratama, 2007), 2. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dari pembahasan yang telah dilaksanakan serta diperkuat 

oleh data yang telah di ambil di lapangan terhadap penelitian yang menyangkut 

Pelaksanaan Pembangunan Wisata Pantai di Desa Tajungwidoro Maka penulis 

dapat menyimpulkan beberapa hal diantaranya : 

1. Aparatur pemerintahan di Desa Tajungwidoro Kecamatan Bungah 

Kabupaten Gresik, telah terlaksana sesuai amanat Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 Tentang Desa mengenai pembangunan Desa, yaitu dengan tiga 

tahapan diantaranya perencanaan, pelaksanaan, pemantauan atau 

pengawasan, seperti yang dibuat dalam Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Desa (RKPDes). Namun masih kurang maksimal, halterseput di 

karenakan kurangnya sosialisasi dari pihak pemerintah desa kepada 

masyarakat, sehingga masyarakat sendiri mempunyai pemikiran tidak mau 

tahu. Dan menjadikan kurangnya pengawasan masyarakat terhadap 

pelaksanaan pembangunan. Seperti yang telah ada didalam Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dari Pasal 78 sampai Pasal 82. 

2. Berdasarkan siya>sah dustu>riyah merupakan juga bagian dari fiqh siya>sah 

yang membahas tentang perundang-undangan, dapat di hubungkan dalam 

pelaksanaan pembangunan Wisata Pantai di Desa Tajungwidoro kecamatan 
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Bungah Kabupaten Gresik, tahapan-tahapan pembangunan tersebut belum 

memenuhi prinsip keterbukaan dan pelibatan peran masyarakat, sehingga 

berdampak masyarakat kurang mengetahui nilai dan manfaat positif untuk 

kemajuan desa. Dalam sistem pemerintahan islam, khalifah, kepala Negara, 

atau imam, imam disini hanyalah seorang yang dipilih umat untuk mengurus 

dan mengatur kepentingan mereka demi kemaslahatan bersama. Sementara 

dalam hak kebebasan dan kemerdekaan, islam mengajarkan kebebasan 

berfikir, berpendapat, menuntut ilmu, beragama, dan kebebasan memiliki 

harta. Dalam kebebasan berfikir, Al-Qur’an mengecam kepada orang-orang 

yang tidak mau menggunakan akal dan pikiran mereka secara kreatif dan 

hanya mengikuti pendapat orang lain saja.  

 

B. Saran 

Demi meningkatkan pembangunan di Desa Mengare Tajungwidoro dapat 

dikemukakan sebagai berikut : 

1. Diharapkan Pemerintahan Desa mampu mempertahankan visi dan Misi yang 

telah dibuat secara sepakat, serta tanggung jawab dalam menjalankan amat 

yang telah di terima, selalu melibatkan masyarakat dalam berbagai 

penyelenggaraan pemerintahan Desa misalnya perencanaan pembangunan, 

kegiatan pemberdayaan, dan pelaksanaan pembangunan. 
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2. Sebaiknya Kepala Desa serta jajaran Pemerintah Desa sering mengadakan 

Musyawarah Desa, dan lebih sering bertatap muka dengan masyarakat dalam 

forum-forum tertentu, agar dapat mendengarkan keluhan masyarakat secara 

langsung. 

3. Diharapkan agar ke depan masyarakat lebih memiliki hubungan kerjasama 

yang baik dengan Pemerintahan Desa supaya terciptanya program-program 

pembangunan yang berjalan dengan baik untuk mencapai kemajuan dan 

kemaslahatan Desa. 
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